
 

 
 

WALIKOTA CIREBON 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR   4   TAHUN  2014 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIREBON, 

Menimbang : a.   bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 

7 Tahun 2012 telah diatur  Retribusi Perizinan Tertentu; 

  b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

di Kota Cirebon, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota 

Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan 

Tertentu, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota 

Cirebon; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 
1026 Nomor 226 yang telah dirubah dan disempurnakan 

dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450; 

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan 
dalam Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah 
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
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5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3274);  

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3318);  

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247);  

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  

diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043);  

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3372); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

3838); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005   Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4624);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4858);  

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung;  

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan 
Bangunan Gedung;  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 

tentang Ijin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 
Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C); 

39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 6); 

40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 14); 

41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 19); 

42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri 
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37); 

43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 15  Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon    Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38); 

44. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2010 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 30); 
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45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43); 

46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 50; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 

WALIKOTA CIREBON 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.  

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 
Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan nomor 12 dalam BAB I KETENTUAN UMUM, dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol, dihapus. 

3. Ketentuan BAB IV RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 
BERALKOHOL : 

a.  Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 10, Pasal 11 
dan Pasal 12; 

b.  Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 13; 
c.  Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Pasal 14; 

d.  Bagian Keempat Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang Pasal 15 
dan Pasal 16; 

dihapus. 
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Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. 

  

 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 12 Maret 2014 

 

WALIKOTA CIREBON, 
 

 
ttd, 

 

 
ANO SUTRISNO 

 

 
Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 13 Maret 2014 
 

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

 

ttd, 
 

 

ARMAN SURAHMAN 
 

 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 4  SERI  C 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd, 

 
 

YUYUN SRIWAHYUNI P 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19591029 198603 2 007 
 
 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : 
(18/2014) 
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